BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR: 420/ KPTS/440/ 1/ 2020

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSKESMAS LINGKUP KABUPATEN MAROS

Menimbang

Mengingat

a.

TAHUN ANGGARAN 2020
BUPATI MAROS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (4)
Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun
2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan
Can Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah,
perlu menetapkan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional pada Puskesmas lingkup Kabupaten
Maros;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu~ 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republil- Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

.Unda.rf;Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
h

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063)

)

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 dan
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3525h);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);



dil
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13.

14.

15;

6.

17,

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Penge'olaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Sistem Kesehatan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfa: tan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan
Nasional,

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015
tentang Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan

Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan
Sosial Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016
Nomor 7), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Cerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan  Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan:

21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanj:. Daerah

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Maros Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI
DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

PADA PUSKESMAS LINGKUP KABUPATEN MAROS TAHUN
ANGGARAN 2020.

Menetapkan alokasi dana kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional pada Puskesmas lingkup Kabupaten Maros Tahun
Anggaran 2020.

Alokasi dana kapitasi sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu di atas ditetapkan sebagai berikut:

a. alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan
kesehatan pada Puskesmas lingkup Kabupaten Maros
Tahun Anggaran 2020 sebesar 60% (enam puluh persen).

b. alokasi dana kapitasi untuk kegiatan operasional

pelayanan kesehatan lainnya sebesar 40% (empat puluh
persen).

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal, 13 Janvari 2020

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Maros

di Maros;

4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Maros;

o

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Maros di Maros;

6. Puskesmas se Kabupaten Maros di Tempat.



